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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ARSO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
dalam persidangan hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat

antara:

PENGGUGAT, NIK 330******0004, tempat dan tanggal lahir Grobogan,
22 April 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan
reeekk - Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, domisili
elektronik dengan alamat email n******@gmail.com,
sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 330******0002, tempat dan tanggal lahir Banyumas,
22 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan Serabutan,
pendidikan SLTP, tempat kediaman ****** Kabupaten
Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Februari 2024

yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Arso dengan register perkara Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Ars,

mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami istri dan telah
menikah pada Kamis, 25 Juni 2009 M bertepatan dengan 2 Rajab 1430 H
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yang dicatat oleh KUA Distrik Godong, Kabupaten Grobogan, sesuai

Kutipan Akta Nikah Nomor ****/48/V/1/2009, tanggal 25 Juni 2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di ****** Kabupaten
Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, selama kurang lebih 14 Tahun,;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah
berhubungan sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang
anak yang bernama Anak Ke-1, NIK 330******0003, Laki-laki, tempat dan
tanggal lahir Banyumas, 26 Februari 2010, umur 14 Tahun, saat ini berada
dibawah asuhan Tergugat, Anak Ke-2, NIK 330*****0001, Perempuan,
tempat dan tanggal lahir Banyumas, 01 Juli 2016, umur 7 tahun, Anak Ke-3,
NIK 330******0001, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 23
Desember 2021, umur 2 Tahun, saat ini berada dibawah asuhan
Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan
dan pertengkaran sejak Februari 2010 yang disebabkan;

4.1. Tergugat diketahui berselingkuh dengan perempuan lain;

4.2. Tergugat selalu acuh dan tidak memperdulikan Penggugat beserta
anaknya, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dan tidak
memberikan perhatiannya kepada Penggugat dan Tergugat;

4.3. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, namun ketika
Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat tidak mencukupi;

4.4. Orang tua dan saudara Tergugat selalu mau ikut campur dalam setiap
urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, orang tua Tergugat
sering mencari-cari kesalahan Penggugat dan memarahinya,
kemudian saudara Tergugat selalu acuh dan tidak mau bertegur sapa
dengan Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
terjadi pada Desember 2022 dimana Penggugat sudah tidak tahan lagi
dengan perlakuan Tergugat yang selalu acuh dan tidak tahan lagi dengan

perlakuan orang tua Tergugat serta saudara Tergugat ;
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6. Bahwa sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman
orang tua Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat yang
beralamatkan di ****** getelah itu Penggugat memutuskan untuk merantau
ke Papua karena Penggugat merasa Tergugat sudah tidak perhatian dan
juga tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta anaknya, dan
diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban
suami istri hingga sekarang;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan
untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah
sudah sulit dipertahankan lagi. Karenanya, agar masing-masing pihak tidak
lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian
menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara
Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar seluruh biaya perkara sesuai
dengan ketentuan yang berlaku karena Penggugat adalah warga negara
tidak mampu secara ekonomi. Hal itu dibuktikan dengan Surat Keterangan
Tidak Mampu oleh Pemerintah Kampung Jaifuri dengan Nomor 045.2/075;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar

Ketua Pengadilan Agama Arso cg. Majelis Hakim segera memeriksa dan

mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat).

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Subsider
Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,

Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
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menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor
23/Pdt.G/2024/PA.Ars tanggal 27 Februari 2024 dan tanggal 5 Maret 2024 yang
disampaikan melalui Pos Tercatat, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu
halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati
Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan
tetapi upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara tetap
dilanjutkan sebagaimana prosedur hukum yang berlaku;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat
dengan perbaikan pada nama Tergugat Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa dirinya
tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk
berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah
mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama
Arso, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Sekretaris selaku Kuasa
Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Arso Nomor
214/SEK.PA.W25-A10/HK.05/11/2024 tanggal 21 Februari 2024;

Bahwa atas Surat Pertimbangan Sekretaris Pengadilan Agama Arso,
Ketua Pengadilan Agama Arso telah mengeluarkan Surat Penetapan
Pembebasan Biaya Perkara Nomor 213/KPA.W25-A10/HK.05/11/2024 tanggal
21 Februari 2024 yang menetapkan bahwa mengabulkan permohonan
Penggugat untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara dan biaya
yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA
Pengadilan Agama Arso Tahun Anggaran 2024;
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Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Godong, Kabupaten

Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Nomor ****/48/VI/2009 Tanggal 25 Juni

2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kode bukti (P.);

B. Bukti Saksi

Saksi 1, Saksi-1, tempat tanggal lahir, Bojonegoro, 15 Januari 1988, agama

Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan

rrxxkx  Kabupaten Keerom, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut :

— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
saudara sepupu Penggugat;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang
menikah pada tahun 2009, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan
Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak;

— Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga
dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Sokaraja;

— Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah berjalan 1
(satu) tahun pernikahan sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan
yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak
kepada Penggugat, Tergugat jarang mau bekerja dan Ilebih
mementingkan kegemarannya bermain burung dara;

— Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan
Tergugat bertengkar atau berselisin karena persoalan tersebut, saksi
mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut dari keluhan

dan curhatan Penggugat melalui telepon;
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— Bahwa saksi tahu Tergugat hanya bekerja sebagai buruh serabutan,
namun pekerjaan tersebut tidak menetap/rutin;

— Bahwa puncak perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Terugat
terjadi pada bulan Desember 2022, dimana Penggugat yang sudah tidak
tahan dengan perlakuan Tergugat kemudian pergi meninggalkan tempat
kediaman dan pulang ke rumah ayah Penggugat di Grobogan, yang
mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga
sekarang 1 (satu) tahun lebih lamanya;

— Bahwa Penggugat kemudian pergi ke Papua beserta 2 (dua) orang
anaknya yang masih kecil sekitar 5 (lima) bulan yang lalu, dan tinggal
bersama ibu Penggugat di Arso llI;

— Bahwa selama berpisah Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari
Tergugat, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, dan tidak lagi saling
mempedulikan;

— Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat
dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, Saksi-2, tempat tanggal lahir, Grobogan, 23 Oktober 1962, agama

Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan

rxekx  Kabupaten Keerom, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut :

— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
ibu kandung Penggugat;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang
menikah pada bulan Juni 2009 dan tercatat di KUA Godong, Kabupaten
Grobogan;

— Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
3 (tiga) orang anak, yang saat ini 2 (dua) orang anak dalam asuhan
Penggugat dan 1 (satu) orang anak bersama Tergugat;

— Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga

dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sokaraja, Banyumas;
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— Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sejak tahun 2010 telah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang
disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat malas bekerja
sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada
Penggugat;

— Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
atau berselisih secara langsung karena persoalan tersebut, namun saksi
sering mendapat keluhan dari Penggugat akan masalah rumah tangganya;

— Bahwa saksi pernah memberikan saran dan solusi kepada Tergugat saat
saksi datang mengunjungi Penggugat ketika mau melahirkan;

— Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan
Desember 2022, dimana Penggugat yang sudah tidak kuat dengan sikap
Tergugat kemudian pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat pulang ke
rumah ayah Penggugat di Grobogan, yang kemudian sekitar 5 (lima)
bulan yang lalu Penggugat pergi ke Papua dan tinggal di rumah saksi;

— Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut mengakibatkan Penggugat
dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini 1 (satu) tahun lebih;

— Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, tidak lagi saling
mempedulikan dan Penggugat juga tidak pernah mendapat nafkah dari
Tergugat;

— Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat
dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta
mohon agar dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
hal-ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;
Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat
disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang
dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten
Keerom, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk
kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Arso berdasarkan
kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan
memutus perkara ini;
Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo, Penggugat
mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah,
yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan
perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan
Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum
untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);
Pertimbangan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan, Penggugat telah dipanggil melalui alamat domisili elektronik
Penggugat untuk menghadap ke persidangan, pemanggilan ini telah

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 15, 16, dan 18 Peraturan
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Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, panggilan tersebut dinilai oleh
Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan
Pasal 145 dan 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut
Penggugat secara pribadi (in person) telah hadir di depan persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan Tergugat juga telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan,
panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut
sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg. juncto Pasal 55
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum
Islam, atas panggilan tersebut Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus
orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke
persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak
pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk
menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang
sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan
Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya
Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sesuai dengan hadis Nabi

dalam Kitab Hadis Mu’inul Hukkam halaman 96 sebagai berikut:
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Artinya : “Dari Hasan, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: “Barang siapa
yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan,

sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang
yang zalim dan gugurlah haknya’;

Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1)
dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,
terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto
Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan
jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar
dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan
tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana
dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai
adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari
2010 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak
mempedulikan Penggugat beserta anaknya, Tergugat lebih mementingkan diri
sendiri, selain itu Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat,
keluarga Tergugat juga sering ikut campur dalam setiap urusan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat. Puncak keretakan hubungan Penggugat dan
Tergugat terjadi pada bulan Desember 2022 dimana Penggugat pergi
meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di
Grobogan, sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah

tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing selayaknya
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sebagai suami istri;
Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun bahwa perkara a quo
adalah perkara dengan dasar alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran
terus menerus yang sulit didamaikan, maka Hakim berpendapat bahwa perlu
memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat
dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan
mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, penyebab kongkrit
perselisihan dan pertengkaran, dan tidak adanya harapan mempertahankan
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan
amanah Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi,
terhadap bukti-bukti tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan
sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,
isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan
Tergugat pada tanggal 25 Juni 2009, relevan dengan dalil yang hendak
dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah
pada tanggal 25 Juni 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan
orang yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan
dua orang saksi, dimana kedua saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk

menjadi saksi, telah disumpah di depan sidang dan diperiksa keterangannya
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secara terpisah sehingga memenuhi syarat formil kesaksian, dan keterangan
saksi-saksi Penggugat tersebut di atas adalah fakta yang dialaminya sendiri
serta relevan dengan perkara yang diperiksa dan ternyata keterangan
saksi-saksi tersebut bersesuaian maka keterangan saksi-saksi tersebut telah
memenuhi syarat materil, oleh karenanya sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan
Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum
Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan

Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, maka

Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

— Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah
pada tanggal 25 Juni 2009;

— Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai
3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: 1). Anak Ke-1, Laki-laki, tempat
dan tanggal lahir Banyumas, 26 Februari 2010, saat ini berada di bawah
asuhan Tergugat, 2). Anak Ke-2, Perempuan, tempat dan tanggal lahir
Banyumas, 01 Juli 2016, 3). Anak Ke-3, Perempuan, tempat dan tanggal lahir
Grobogan, 23 Desember 2021, dua anak terakhir di bawah asuhan
Penggugat;

— Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah berjalan 1 (satu)
tahun pernikahan mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat
jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, namun ketika Tergugat
memberikan nafkah kepada Penggugat tidak mencukupi; selain itu Tergugat
tidak memperdulikan Penggugat beserta anaknya, Tergugat lebih
mementingkan diri sendiri;

— Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
terjadi pada Desember 2022 dimana Penggugat yang sudah tidak tahan lagi
dengan perlakuan Tergugat yang selalu acuh dan tidak tahan lagi dengan
perlakuan orang tua Tergugat serta saudara Tergugat memutuskan pergi

meninggalkan rumah kediaman orang tua Tergugat dan pulang ke rumah
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orang tua Penggugat yang beralamatkan di Grobogan, setelah itu Penggugat
memutuskan untuk merantau ke Papua karena Penggugat merasa Tergugat
sudah tidak perhatian kepada Penggugat serta anaknya;

— Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

— Bahwa selama pisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lebih lamanya, Tergugat
tidak pernah menafkahi Penggugat;

— Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan
Tergugat, namun tidak berhasil;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar
Pengadilan Agama Arso menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap
Penggugat, maka Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu
perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak
ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat
beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu pertama,
adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus, kedua, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri
sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan ketiga, pengadilan telah
berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
terdapat perselisihan baik berupa cekcok mulut, acuh tak acuh maupun saling
diam-mendiamkan yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah

kepada Penggugat;
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Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan tersebut di atas yang terjadi
sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat kemudian telah pisah tempat
tinggal sejak akhir tahun 2022 dan hingga saat ini tidak pernah lagi hidup
bersama, sejak itu pula komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
terjalin lagi dengan baik serta tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri.
Pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat Hakim menilai hal tersebut
merupakan salah satu dari bentuk pertengkaran;

Menimbang, bahwa kondisi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas telah berlangsung sejak tahun
2010 dan tidak ditemukan titik temu diantara keduanya hingga sekarang, dan
puncaknya terjadi perpisahan tempat tinggal sejak akhir tahun 2022 sehingga
antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan kewajiban
suami istri dan sudah tidak saling berkomunikasi dimana pihak keluarga telah
pula mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kondisi
demikian telah jelas menggambarkan dalam rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan
tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat dalam setiap
persidangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat
namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim
berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk mewujudkan tujuan rumah
tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang
dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat
yang demikian berarti telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan (broken
marriage);

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Penggugat

dengan Tergugat, Hakim berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan
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rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya,
karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling
cinta mencintai, sehingga kalaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa
melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi
rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;
Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mengambil alih pendapat ahli
hukum Islam dalam kitab Mada Hurriyat al-Zaujaini Fi al-Thalaq, Jilid I, halaman
83 yang berbunyi:
Vs geal lgd ady g aly daa gl shall jplaal cpa @3l ol S3GYI sl S8
pSai ) olima ¥l Y Z5) 3 e Bosa gl Ak meal Cus mla
ladl =55 ol all 1385 25l ol a3l sl e
Artinya: “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah
dianggap goncang dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat
perdamaian serta hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa),
meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri

dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang
bertentangan dengan semangat keadilan’;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang
kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim menyatakan bahwa “Suami istri
yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun
kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah
memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
19757,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum
yang telah dikemukakan, quod est Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Hakim
berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti dan tidak melawan hukum,
sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan

putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c)
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Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan
menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
Biaya Perkara
Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui
instrument hukum berperkara secara prodeo berdasarkan Surat Penetapan
Ketua Pengadilan Agama Arso, tentang Penetapan Layanan Pembebasan
Biaya Perkara Nomor 213/KPA.W25-A10/HK.05/11/2024 tanggal 21 Februari
2024 dan Surat Keputusan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Agama Arso Nomor 214/SEK.PA.W25-A10/HK.05/11/2024 tanggal
21 Februari 2024, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Arso Tahun Anggaran 2024;
Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Arso Tahun

Anggaran 2024.

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Arso pada
hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8
Ramadhan 1445 Hijriah oleh Yusuf Bahrudin, S.H.l. sebagai Hakim Tunggal,
putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum dan diunggah di aplikasi e-court oleh Hakim tersebut, dengan dibantu
oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat

secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat.
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Hakim,
Ttd.
Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Marlina, S.H.
Perincian Biaya:
1. PNBP
Pendaftaran . Rp 0,00

Panggilan : Rp 0,00
Redaksi : Rp 0,00

Pemberitahuan : Rp 0,00
Biaya Proses - Rp 0,00
Panggilan - Rp 0,00

Pemberitahuan Putusan : Rp 0,00
Meterai : Rp 0,00
Jumlah . Rp 0,00

o~ 0D
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